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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengujian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Opini audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi 

Sumatera Selatan belum terlalu memperhatikan hasil opini yang diberikan 

oleh auditor atas laporan keuangan guna memperbaiki kinerja keuangannya.  

2. Ukuran legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan pemerintah daerah. Artinya, bukan hanya kuantitas anggota DPRD 

yang diperhitungkan, namun setiap anggota DPRD harus memiliki kualitas 

yang baik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar dapat 

mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 

dalam memperbaiki kinerja keuangannya.   

3. Intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap 

kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, intergovernmental revenue 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan 

pemerintah daerah karena jika semakin besarnya nilai intergovernmental 

revenue yang dimiliki oleh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 

maka semakin menurun kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat 

kemandirian pemerintah daerah.  

4. Size tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Artinya, bukan hanya memiliki jumlah aset yang besar, 

namun manajemen pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan juga harus mampu memanfaatkan dan mengelola aset tersebut agar 

dapat memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.  

5. Leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Hal ini disebabkan rendahnya rata-rata leverage yang 

dimiliki mengindikasi bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi 
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Sumatera Selatan tidak memperhatikan tingkat utang dalam memperbaiki 

kinerja keuangan pemerintah daerahnya.   

6. Klaster kemampuan keuangan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena 

pembagian klaster kemampuan keuangan daerah bertujuan untuk menentukan 

pembagian tunjangan bagi anggota DPRD.  

7. Opini audit, ukuran legislatif, intergovernmental revenue, size, Leverage, 

Klaster kemampuan keuangan daerah secara (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, bahwa 

ketika kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan hasil opini 

audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memiliki kuantitas anggota DPRD 

yang banyak, tingkat ketergantungan (Intergovernmental Revenue) yang 

rendah, memiliki jumlah aset yang banyak, rasio leverage  yang rendah, serta 

berada pada tingkat kemampuan keuangan daerah pada klaster A maka akan 

mempengaruhi baik tidaknya kinerja keuangan daerah tersebut. 

 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel intergovernmental revenue 

atau tingkat ketergantungan pada pusat dan belanja daerah berpengaruh 

negatif terhadap kinerja keuangan/tingkat kemandirian pemerintah daerah 

sehingga diharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 

Selatan dapat mengurangi ketergantungan sumber pendanaan dari transfer 

pemerintah pusat dengan cara mmengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah 

sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan variabel independen 

lain yang diduga memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah 

daerah serta menambah jangka waktu dan objek penelitian guna untuk 

meningkatkan keakuratan kualitas hasil penelitian. 


